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A. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan manajempembiayaan
pendidikan telah banyak dilakukan oleh para pandéitam bidang pendidikan.
Namun dalam penelitian ini berbeda dengan kajiamelitean sebelumnya yang
pernah dikaji, perbedaannya terletak pada temalipanalan lokasinya. Maka dari
itu, sebagai tinjauan pustaka berikut ini akanndpgdkan beberapa hasil penelitian
yang telah dilakukan sebagai permasalahan yangdiltedan perlu untuk dikaji
melalui penelitian skripsi. Beberapa penelitiasébiut adalah sebagai berikut:

Penelitian tentang manajemen keuangan di Madradeth Autuhiyyah 2
Meranggen Demak Tahun Pelajaran 2005/2006 yaag tilakukan oleh Muhlis,
mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 8emng. Dari penelitiannya
itu menunjukkan bahwa:

manajemen keuangan sudah berjalan dengan cukuphadilai dapat dilihat

dari pelaksanaan manajemen keuangan madrasah wag digambarkan

melalui perencanaan keuangan madrasah, pelaks&eaangan madrasah,
evaluasi keuangan madrasah yang tertib dart rapi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di &detak pada letak dan
kajiannya, penelitian diatas meneliti tentang n@man kuangan madrasah tahun
2005/2006. Sedangkan yang diteliti peneliti mengkgntang manajemen
pembiayaan pendidikan melaui program BOS dalam mg&aikan mutu
pendidikan. Perbedaan selanjutnya terletak padasiogenelitiannya, penelitian

diatas dilakukan di Madrasah Aliah Futuhiyyah 2 &fsggen Demak Tahun

! Muhlisin, “Studi tentang Manajemen Keuangan Madrasah di MadfaAliyah Futuhiyyah
2 Mranggen Demak Tahun Pembelajaran 2005/2006kripsi Sarjana Pendidikan Islam,
(Semarang: IAIN Walisongo, 2007).



Pelajaran 2005/2006, sedangkan penelitian ini dkak di Madrasah Ibtidaiyah
Salafiyah Tanjungsari Tersono Batang.

Selanjutnya penelitian tentang Manajemen Operadifdilikan di Lembaga
Pendidikan Ma’arif Madrasah Aliyah Mu’allimin Rérang. Yang dilakukan oleh
Edi Hartono, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang. i Dpenelitiannya
menunjukkan bahwa:

manajemen pembiayaan atau keuangan di MadrasahbAtsrsebut sudah

terlaksana sesuai perencanaan yang dilakukan pagijuga pembukuan dan

pemeriksaan yang dilakukan sudah berjalan dengak. B&kan tetapi,

penelitian ini kurang lengkap dan detail menggakdoar manajemen

keuangan yang dijalankan karena hanya secara lggsey saja, jadi kurang

bisa menggambarkan manajemen pembiayaan secaa jela

Yang membedakan penelitan diatas dengan penejaiag dilakukan peneliti
terletak pada Penelitian diatas hanya menelitatemkeuangannya saja sedangkan
penelitian yang akan peneliti teliti ialah manajenpembiayaan pendidikan melalui
program BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan.bétEran selanjutnya
terletak pada lokasi penelitian, penelitian diaddakukan di Manajemen Operatif
Pendidikan di Lembaga Pendidikan Ma’arif Madrasaliyah Mu’allimin
Rembang, sedangkan penelitian ini dilakukan di Msaln Ibtidaiyah Salafiyah
Tanjungsari Tersono Batang.

Selanjutnya penelitian tentang Pelaksanaan Manajdéteedidikan di Ml Al
Khoiriyyah 2 Semarang yang dilakukan oleh Siti Baik mahasiswi AIN
Walisongo Semarang. Dari penelitiannya menunjuldamwa:

adanya peningkatan mutu pada madrasah diperlukdmaiken terhadap
komponen-komponen manajemen pendidikan yang meliménajemen

kesiswaan, kurikulum, tata usaha, sarana dan presarkepegawaian,
keuangan, dan hubungan masyarakat, serta adarjgaakea dan koordinasi
yang baik antara madrasah, masyarakat dan yay&sagelola lembaga
pendidikan di tuntut agar pendidikan memenuhi desuai dengan kebutuhan

2 Edi Hartono, “Manajemen Operatif Pendidikan di Lemabaga Pendidik Ma’arif
Madrasah Aliyah Mu’allimin Rembang’Sarjana Pendidikan Islam, (Semarang: IAIN Walignn
2006).



masyarakat serta relevan dengan lingkungan setempataksanaan
manajemen pendidikan di MI Al Khoiriyyah 2 Semaraaglah cukup baik,
namun konsep manajemen pendidikan belum dilaksarse@ara utuf.
Penelitian diatas lebih difokuskan tentang kajiaanajemen pendidikan yang
mencakup tentang kompenen-komponen pendidikan ggdinmenghasilkan
peningkatan mutu madrasah. Sedangkan penelitiadebih difokuskan dalam
manajemen pembiayaan pendidikan melalui program B@Sm meningkatkan
mutu madrasah. Selain itu, lokasi beberapa peaeldi atas dilakukan di berbagai
madrasah yang berbeda kabupatennya. Penelitigilakiikan di MIS Tanjungsari
Kec. Tersono Kab. Batang. Dari penelitian yang buparnah dilakukan, perlu
dilakukan penelitian kembali dengan format, matdean lokasi penelitian yang
berbeda. Sehingga dari tempat dan sumber yangdzeda, dapat memberikan
sumbangan informasi baru pada dunia pendidikantaera pada sekolah yang

berbasis agama seperti MIS Tanjungsari TersonmBata

B. Kerangka Teoritik

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pemgelalam judul
penelitian ini, maka perlu ditegaskan beberapa i@org terdapat dalam penelitian
ini, sebagai berikut:
1. Manajemen Pembiayaan Pendidikan
a. Pengertian Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu daa kaalmunusyang artinya
tangan daragereyang berarti melakukan. Kata-kata itu digabungkeamjadi kata
kerja yaitumanagereyang diartikan menangarmlanegerediterjemahkan ke dalam
bahasa Inggris dalam bentuk kata kerf@ ‘menage”, dengan kata benda
“managemeiitditerjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadajemen atau

® Siti Faikoh, “Pelaksanaan Manajemen PendidikartMtiAl Khoiriyyah 2 Semarang)”,
Sarjana Pendidikan Islam, (Semarang: IAIN WalisQrZfi6).



pengelolaarl. Sedangkan pendapat dari para ahli yang mendégnisnanajemen

sebagai berikut:

1) Menurut G.R. Terry sebagai mana dikutip oleh MelagwP. Hasibuan,
menyebutkan bahwa manajemen merupakan proses Yesgykng terdiri dari
tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasiagaphan dan pengendalian
yang dilakukan untuk menentukan serta mencaparaayang telah di tentukan
melalui pemanfaatan SDM dan sumber-sumber lainnya

2) Menurut Jemes A.F. Stomer, manajemen ialah prosesenpanaan,
pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalianuasesumber daya
organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

3) Sondang Sagian mengemukakan bahwa manajemen yamankpuan atau
keterampilan seseorang untuk memperoleh sesuatil Hatam rangka
pencapaian tujuan melalui kegiatan orang Yain.

Dari beberapa pendapat para ahli manajemen di pt@silis dapat
menyimpulkan bahwa manajemen adalah suatu tindgdkag didasari dengan ilmu
untuk melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang rierd@ri perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dimkgikan untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaataM®2an sumber-sumber lainnya
yang saling mendukung.

Dalam pengertian sehari-hari istilah keuangan ptaubiayaan yang berasal
dari katafinancedikaitkan dengan usaha memperoleh atau mengumputaidal
untuk membiayai aktifitas yang akan dilakukan. Nanaichir-akhir ini pengertian
keuangan itu diperluas, dalam arti bukan hanyagshesaha pengumpulan modal,
melainkan mencakup dimensi penggunaan modal terdébrluasan pengertian itu

sebagai akibat kesadaran bahwa modal merupakaor fpktduksi yang langka

4 Husaini UsmanManajemen: teori praktik dan riset pendidikafdakarta: Bumi Aksara,
2008), cet 2, him. 4

® Soebagio AtmodiwiryoManajemen Pendidikan Indones{dakarta: Ardadizya Jaya,
2000), him. 5-6.



sehingga perlu dipakai sebaik mungkinPengertian lain dari pembiayaan
pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan daelahjakan untuk berbagai
keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencagjip guru, peningkatan
profesionalme guru, pengadaan sarana ruang bedsgara, perbaikan ruang,
pengadaan peralatan, kegiatan ekstra kurikuler asiglan pengadaan buku
pelajarar.

Dari definisi di atas maka penulis mengambil kesifap bahwa manajemen
pembiayaan pendidikan adalah serangkaian aktiwtsy mengatur keuangan
madrasah mulai dari perencanaan, pembukuan, pemdmeia pengawasan dan
pertanggungjawaban keuangan madrasah dengan pafligenatas fungsi-fungsi
manajemen untuk mewujudkan pencapaian tujuan @gsinBerikut ini pandangan
Islam tentang pertanggungjawaban. Firman Allah S#élam Surat Al-zalzalah
ayat 7- 8:
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Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberatrdapun, niscaya Dia akan
melihat (balasan)nya (7) dan Barangsiapa yang mgalan kejahatan sebesar
dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nykag8)®

b. Jenis Biaya Pendidikan

Dalam praktek keuangan madrasah, dikenal biayastanggdan biaya tidak
langsung’ Biaya langsungdjrect cos} dapat dipahami sebagai segala pengeluaran
yang secara langsung menunjang penyelenggaraard@md Adapaun biaya tidak

langsung ifdireect cost adalah pengeluaran pengeluaran yang tidak laggsun

6 Harbangan Siagialddministrasi PendidikaSemarang, Setya wacana, 1989) him. 130

7 Nanang Fatalkonomi dan Pembiayaan Pendidikdum 64

8 Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafspur'an dan TerjemahanyaJakarta:
Depag 1989) him. 930-931

9 Muhamand Mudohi AnwarAdministrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Perhdid]
(Bandung: Alfabeta,2004), him. 76.



menunjang proses pendidikan tersebut terjadi/kegatu yang hilang e@rning
forgong, misalnya seperti biaya untuk hidup siswa, transsi, jajan dan
kesehatan? dan yang dimaksud pembiayaan disini adalah beygsung. Adapaun
dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan bigganbangunan. Biaya rutin
biasanya digunakan untuk gaji pegawai, peralatéajasanengajar, listrik dan lain-
lain. Sedangkan biaya pembangunan diguankan untakbeli tanah atau
mendirikan bangunan batt.
Dalam peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 200%lp&2 dinyatakan

bahwa jenis pembiayaan pendidikan terdiri dari @drabesar:
1) Biaya investasi meliputi biaya penyedian saranapgtasarana, pengembangan

sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
2) Biaya opersional meliputi biaya pendidikan yang uksadikeluarkan oleh

peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembenja
3) Biaya personal yang meliputi:

a) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta ségajangan yang terikat

pada gaji.
b) Bahan atau peralatan habis pakai.
c) Biaya tak langsung yang antara lain untuk pajak,p@meliharaan sarana

dan prasarana, telekomunikasi dan lain sebagafnya.

c. Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan.

Agar tujuan lembaga pendidikan yang telah ditetapkiapat terlaksana
dengan baik dan tercapai dengan efektif sertaerfesiaka perlu memfungsikan
manajemen pembiayaan itu sendiri dengan baik. Denigata lain fungsi
manajemen pembiayaan terdiri dari perencanaan,kgsiaan, evaluasi dan

pertanggungjawaban keuangan. Jones mengemukikancial planning yang

19 Nanang FattatEkonomi dan Pembiayaan Pendidikamm. 23

1 E. Mulyasa,Manajemen Berbasis MadrasalBandung: Remaja Rosda Karya, 2003)
him.48.

12 Tim Redaksi Fokusmedifindang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2068n. 96



disebut jugabudgetingyang merupakan suatu kegiatan mengkoordinasi semua
sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasarag @anginkan secara
sistematis tanpa efek samping yang merugtRan.

Pelaksanaan anggaran ataplementation involes accountimgah kegiatan
berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemumgkerjadi penyesuaian bila
diperlukan. Hal terpenting adalah evaluasi danapggungjawaban sebagai proses
penilaian pencapaian tujuan. Evaluasi sangatlahiq@emengingat penggunaan
sumber daya khususnya yang berbentuk uang yark) tegat dapat mengganggu
proses kegiatan dan dapat merusak citra suatuisagan

Berdasarkan penjelasan dari konsep manajemen pgaabiadi lembaga
pendidikan formal dapat melalui tahapan-tahapaagatberikut:

1. Penganggararb(dgeting)

Anggaran sering kali dimaknai sebagai suatu rencaammun dalam bidang
manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan setisgbut dengan RAPBM.
Dalam istilah anggaran bukanlah suatau rencandlahlst‘rencana” telah
memberikan penekanan atas pemakaian istilah “aagtaebagai suatu rencatfa.
Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusuamaggaran adalah harus
menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya arencpendapatan dan
pengeluaran harus berimbang diupayakan tidak teajagharan pendapatan minus.
Dengan anggaran berimbang tersebut maka kehid@gbatab akan menjadi efektif
dan efisien dalam hal keuangan, maka sentralisaisgglolaan keuangan perlu
difokuskan pada bendaharawan sekolah, dalam rangkak mempermudah
pertanggungjawaban keuangan.

Dapat disimpulkan bahwa anggaran ialah suatu rengang berisi jumlah
uang yang dimiliki atau dapat diadakan (pendapatau pemasukan) untuk

membiayai kegiatan proses pendidikan dalam rangkacapai tujuan pendidikan.

13 Goerg R. Terry, alih bahasa J. SmRhinsip-Prinsip Manajemen(Jakarta: Bumi
Aksra, 1980), him. 171.

% Hadar Nawawi,Manajemen Strategik Organisasi Non Profit BidangmReintahan,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2005). 169



Setiap lembaga pendididkan tentu memerlukan anggamtuk menunjang proses
belajar mengajar. Oleh karena itu, anggaran inatrsya masih rencana dan
menyangkut keperluan proses kegiatan pendidikalkkamnaaggaran baru sah bila
mendapat pengesahan dari komite sekolah

Perencanaan yaitu tindakan yang akan dilakukankumendapatkan hasil
yang ditentukan dalam jangka ruang dan waktu terténDengan demikian,
perencanaan itu merupakan suatu proses pemikiagnsecara garis besar maupun
secara mendetail dari suatu kegiatan/pekerjaan yilagukan untuk mencapai
kepastian yang paling baik dan ekonomis. Suatunpar@an yang baik dan
diharapkan mencapai hasil harus berisi berbagaateey mulai darforescasting,
objectives, policies, programes, schedules, proeejulan budget.

Anggaran merupakan suatu instrumen yang dirancargk umemfasilitasi
perencanaarBudgetjuga memberikan sebuah konteks proses perencaradam d
pemilihan langkah-langkah dalam mencapai tujuargyditetapkan. Perencanaan
penyusunan anggaran keuangan bertujuan untuk:

a) Standar pengawasan, yaitu mencocokan pelaksanagardperencanaanya.

b) Mengetahui pelaksanaan serta selesainya suatu&egmendapatkan kegiatan
yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekeridan

c) Meminimalkan kegiatatan-kegiatan yang tidak produkihenghemat biaya
yang dikeluarkan sekolah, memberikan gambaran aaggamenyeluruh
mengenai kegiatan pendidikan, mendeteksi hambatsulitan yang akan

ditemui. Dan Mengarahkan pada pencapaian tujuan.

Anggaran sebagai alat efisiensi merupakan fungsj yeling esensial dalam
pengganggaran. Dari segi pengendalian jumlah aagggang didasarkan atas

angka-angka yang standar dibandingkan denganasiabgya yang melebihi atau

15 Ek. Mochtar EffendyManajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran |slam
(Jakarta:Bhratara Karya Aksara, 1986) him, 74.



kurang serta dapat dianalisis ada tidaknya pemborasau penghematan dalam
penganggaran di setiap bidang kegiatan pendidikan.
2. Pembbukuan (Accuanting)

Kegiatan kedua dari manajemen keuangan adalah pemblatau kegiatan
pengurusan keuangan. Pengertian Aadountingatau pembukuan adalah kegiatan
proses pencatatan, penggolongan, peringkasan,opafgpan penganalisisan data
keuangan di madrasah yang dilakukan oleh bendaek@lah. Peran dan fungsi
pembukuan dalam pendidikan adalah menyediakan niafeir keuanagan agar
berguna dalam menentukan kebijakan anggaran yalgikan oleh sekolah.

Semua pengeluaran keuangan sekolah dari sumber poranaarus
dipertanggungjawabkan dan dicatat oleh bendah&mdade hal tersebut merupakan
bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangaanDiaditan dengan pengelolaan
keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan olekddegrawan adalah:

a) Pada setiap akhir tahun anggaran, bendara harusumaeraporan keuangan
kepada komite sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS

b) Laporan keuangan tersebut harus dilampiri buktitipsgngeluaran yang ada.

c) Kwitansi atau bukti-bukti pembelian atau bukti pem@aan dan bukti
pengeluaran lain.

d) Neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diparoleh tim pertanggung

jawaban keuangan dari komite sekot&h.

Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembukuadandamanajemen
pembiayaan pendidikan antara lain:
1. Buku Pos
Buku pos pada hakikatnya memuat informasi bebetlapa yang masih tersisa
untuk tiap pos anggaran. Buku pos mencatat pedagpevistiva pembelanjaan
uang harian. Kepala sekolah dapat melihat dengastammemantau efisiensi

pengeluaran dana yang telah dibelanjakan.

'8 Indra BastianAkuntansi Pendidikar(Yogyakarta: Penerbit Erlangga,200@n 53-56



Contoh Buku Pos

Pos : Pemeliharaan sarana prasarana
Anggaran: ...........
Tanggal Pembelian Jumlah (Rp. Sisa (Rp.

10-01-2012 | Dramben
13-01-2012 | Rebana
17-01-2012 | Buku-buku

2. Faktur
Faktur dapat berupa atau lembaran lepas yang degatpkan. Seperti contoh
berikut, Faktur berisi tentang: maksud pembeli@mggal pembelian, jenis

pembelian, rinciaan barang yang diterima dan jumkbayaran.

Contoh faktur pembayaran

Namasekolah: ..................coooini
Faktur Pembayaran
Dibayarkan pada: .........................

Tanggal Jenis Barang Uraian Jumlah
02-02-2011 | Alat bermain Pembelian 3 | Rp.
dan Olahragg buah bola 1.000.000,00

sesuai kuitansi

terlampir

Pembayaran dengan cek............ Tunai..............
Jumlah dalam Huruf..................oo

Jumlah tersebut diketahui dan disahkan oleh :

10



Tanggal....................... Tanda Tangan.................
Kepala Sekolah

Dibayarka Oleh :

Tanggal @ .......coovvvviiiinnnn,

Tertanda @ .........ccoiviiiiiinnnn.

Tanda Tangan Juru Bayar

. Buku kas

Buku kas mencatat rincian tentang penerimaan daggbearan uang serta sisa

saldo secara harian. Misalnya pembelian kapur. tulis

. Lembar Cek

Lembar cek merupakan alat bukti bahwa pembayarag gieluarkan adalah
sah. Lembar cek dikeluarkan bila menyangkut tagift@s pelaksanaan suatu
transaksi serta yang berhak menandatngani adalgalakesekolah atau

bendaharawan sekolah

. Jurnal

Kepala sekolah sebagai pengawas keuangan harusukerbbku jurnal yang

mana seluruh transaksi keuangan setiap hari dicatat

. Buku besar

Ada data keuangan berarti, informasi dan jurnaldhknya dipindahkan ke
buku besar atau buku kas induk pada setiap aklanb8uku besar mencatata
kapan terjadinya transaksi pembelian, keluar magukiang sekola

Contoh Buku Besar Umum

Tanggal No. Faktur  Alat Tulis Pengeluaran
(Rp.)

11



7.

10-02-2012 123/7 Kertas HVS 200.000,00
25-06 123/7 Spidol Snowman 80.000,00
Dan
seterusnya

Buku kas pembayaran uang sekolah

Buku kas pembyaran berisi catatan tentang pembayamgy sekolah siswa
menurut tanggal pembayaran, jumlah dan sisa tumggektau kelebihan
pembayaran sebelumnya.

Buku kas piutang

Buku ini berisi daftar atau catatan orang yang taey kepada sekolah menurut
jumlah uang yang terutang, tanggal pelunasan dsa wiang yang belum
dilunasi.

Neraca Percobaan

Neraca percobaan untuk mengetahui secara tepaa&eackraca pertanggung

jawaban keuangan secara teffat.

Siklus akuntansi adalah proses penyedian laporaagea madrasah selama

satu periode dalam pengelolaan keuangan madrasahapfahap siklus

pembukuan dalam menejemen kauangan madrsah:

1.

Tahap pencatatan

a) Kegiatan pengidentifikasian dan pengukur bukti deksi serta bukti
pencatatan dalam buku jurnal.

b) Kegiatan pencatatan bukti transaksi kepada bukaratau jurnal.

c) Mencatat serta memindahkan berdasarkan jumlahs jdan kelompok
kedalam buku besar.

Tahap pengikhtisaran

182

" Mulyono, Konsep Pembiayaaan Pendidikqdpgjakarta, Ar Ruzz Media, 2010) him. 180-
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a) Penyusunan saldo pengeluaran dan pemasukan b&atas&un-akun buku
besar.
b) Penyusunan jurnal penyesuaian.
c) Penyusunan neraca keuangan.
d) Pembuatan penutupan buku akhir tahun.
3. Tahap pelaporan
a) Laporan pembuatan sisa anggaran dan kekurangaarangg
b) Laporan penerimaan dan pengeluaran uang sisa saldo.

c) Catatan atas laporan keuangan kepada kepala madrasa

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatueprgembukuaan, yaitu
aktivitas pengumpulan dan pengolahan data keuangairasah untuk disajikan
dalam bentuk laporan keuangan. Sedangkan pengddfati dalam keuangan adalah
perangkuman dan peringkasan dari mulai perencaaraggaran awal tahun sampai
akhir tahun anggaratf

Pembukuan Accounting) merupakan pemeriksaan kedua dari manajemen
pembiayaan. Setiap orang, baik manajer atau karyawerupakan bagian dari
organisasi, karena itu, setiap orang yang termdsdilam organisasi berkewajiban
untuk memenuhi tugas dan fungsinya karena ia adeglan dari organisasi secara
keseluruhan. Seorang manajer harus selalu mendoosoamgg-orangnya kearah
perkembangan organisasi yang positif, kreatif, plaaduktif.

3. PemeriksanyaAuditing)

Auditing adalah fungsi di dalam manajemen fungdigaag harus dilakukan
oleh setiap kepala sekolah untuk mengukur kinegladbharawan sekolah. Untuk
itu, auditing diartikan sebagai proses mengukur dan menilakéingfektifitas kerja
personil serta tingkat efisiensi penggunaan darkolae dalam memberikan

kontribusi pada pencapaian tujuan lembaga pendididkuditing bermanfaat pula

'8 E. Mulyasa Manajemen Berbasis Sekoldim. 200-201
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untuk

menemukan masalah-masalah keuangan sekatahhsesil auditing dapat

digunakan untuk meningkatkan perasaan bertangguabjabagi bendahara

sekolaht® Pemeriksaan yaitu semua kegiatan yang menyang&rtnggung-

jawaban, penerimaan, penyimpanan, dan penyerahamy yang dilakukan

bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenangitidgidni sangat penting

dan bermanfaat bagi 3 pihak:

a. Bagi bendahara sekolah:

1)
2)
3)

4)

5)

Bekerja dengan arah yang sudah pasti.

Bekerja dalam target waktu yang ditentukan.

Tingkat ketrampilan bendahara sekolah dapat dihadmn diukur
kinerjanya.

Mengetahui dengan jelas batas wewenang dan kewajlendahara
sekolah.

Ada kontrol bagi bendahara terhadap penyalahgunaag sekolah.

b. Bagi kepala sekolah:

1)
2)
3)
4)

Dimungkinkan adanya sistem kepemimpinan terbukeatiap sekolah.
Tidak menimbulkan rasa saling curiga antara bendaden kepala sekolah.
Ada arah yang jelas dalam menggunakan uang yaegna bendahara.
Memperjelas batas wewenang dan tanggung jawabaaké&rala sekolah

dan bendahara.

c. Bagi komite sekolah

1)
2)

3)

Dapat mengetahui keseluruhan anggaran yang tdktsdnakan.
Mengetahui keberhasilan pengumpulan, penyimpanan kielancaran
pengeluaran keuangan.

Mengetahui tingkat keterlaksanaan serta hambatamieyai pengesahan

anggaran tahun berikutnya.

19 Abin SyamsudinPengelolaan Pendidikan Konsep,Prinsip Dan Aplikaalam Mengelola

Madrasah Dan Madrasathlm. 169
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4) Mengetahui tingkat kecermatan kepala sekolah dataempertangung-
jawabkan keuangaf.

Pemeriksaan harus ditindak lanjuti agar tidak aslekruan, kekurangan dan
kelemahan dalam hal manajemen pembiayaan. Dititalgkiti berarti kesediaan
para pihak pengelola keuangan sekolah untuk meib@igekinerjanya. Apabila
terdapat kecurangan dalam hal penggunaan dana tiderskan peringatan atau
sanksi yang tegas agar tidak mengulangi lagi. Dapaoses evaluasi terdapat
beberapa unsur yang perlu mendapat perhatian yaitu:

a) Unsur proses, yaitu usaha bersitaintinue terhadap suatau tindakan yang
dimiliki dari pelaksanaan suatu rencana sampai aengasil akhir yang
diharapkan

b) Unsur adanya objek evaluasi , yaitu sesuatu yangadiesasaran pengawasan,

baik penerimaan maupun pengeluaran.

Langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakuledemdproses evaluasi
antara lain:
1) Penetapan standar atau patokan yang dipergunkampaerkuran kuantitas,
kualitas biaya dan waktu.
2) Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yahgnamya dengan
standar yang telah ditetapkan.
3) Mengidentifikasi penyimpangan penggunaan keuangan.
4) Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yangukian menjadi materi

rekomendasi.

Dalam manajemen pembiayaan evaluasi dan pertangguadgan menjadi
penting. Evaluasi merupakan suatu proses sisteng#lam mengumpulkan,

menganalisis, dan menginterpretasikan informasiukunmengetahui tingkat

%0 SyharsiniManajemen PendidikarfYogyakarta: Aditya Media,2008) him. 317
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keberhasilan pelaksanaan program madrasah denggriakrtertentu untuk
keperluan pembuatan keputugan.

Informasi hasil evaluasi dibandingkan dengan sasgang telah ditetapkan
pada program. Apabila hasilnya sesuai dengan sasamag ditetapkan, berarti
program tersebut efektif. Jika sebaliknya, makagram tersebut dianggap tidak
efektif (gagal). Melalui evaluasi akan dapat dikeigpula apa saja hambatan yang
terjadi, dan bagaimana mengatasi masalah terdebntikian pula, melalui evaluasi
secara komprehensif akan dapat diketahui sejauta k@majuan atau hasil-hasil

pendidikan dapat dicapai.

d. Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Madrasabh.
1. Perencanaan Pembiayaan Madrasah
Dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan madrasdakega melalui
tahapan-tahapan sebagai berikut:
a) Proses penyusunan Rencana Anggaran PendapatanjaBeé¥éadrasah
(RAPBM)

Anggaran judget)merupakan rencana operasional yang dinyatakamaseca
kuantitatif pada bentuk satuan uang yang digunaklagai pedoman pelaksanaan
kegiatan-kegiatan lembaga pada kurun waktu terfénfBiormat penyusunan
RAPBM yang meliputi : (1) sumber pendapatan yandjriedari uang yang harus di
pertanggungjawabkan, dana pembangunan pendidilaayatan fasilitas sekolah
dan lain-lainnya, (2) pengeluaran untuk kegiatalajae mengajar, pengadaan dan
pemeliharaan sarana prasarana, bahan-bahan dapebldgran, honorarium dan
kesejahteraan. Perencanaan pembiayaan pendidikamasise sekolah dapat
dikembangkan secara efektif jika didukung oleh bajp@ sumber esensial seperti:
(1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggn dnempunyai

wawasan yang luas tentang dinamika sosial masyaraka

I Depag Rl Pedoman Manajemen Berbasis Madrasilakarta: Depag, 2000), him. 116.
22 Nanang FattatEkonomi dan Pembiayaan Pendidikéfm. 47.
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(2) Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktduku menunjang
pembuatan keputusan.
(3) Menggunakan manajemen dan teknologi yang tepatnda¢sencanaan.

Dengan demikian anggaran mempunyai peranan yamggspenting di dalam
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivaag dilakukan oleh madrasah.
Untuk itu, setiap penanggungjawab program harusjatearkan aktivitas sesuai
dengan anggaran yang telah ditentukan sebelumnyandacatat serta melaporkan
realisasinya sehingga dapat dibandingkan selisibar@an anggaran dengan
pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untubglesin.

b) Pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan Belashjaddla (RAPBM)

Setelah penyusunan anggaran perencanaan keuangaasuk& anggaran
kegiatan pengembangan rencana anggaran. Prosesngmrmggan RAPBM pada
umumnya menempuh langkah-langkah pendekatan demgasedur sebagai
berikut:

(1) Pada tingkat kelompok kerja.

Kelompok kerja yang dibentuk madrasah yang terdi#ii para pembantu
kepala madrasah memiliki tugas antara lain melakuikentifikasi kebutuhan-
kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan, selanjutiiglarifikasikan dan dilakukan
perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Dari haslisen&ebutuhan biaya yang
dilakukan seleksi yang diperkirakan sangat mendeksak tidak bias dikurangi,
sedangkan yang dipandang tidak menggangu kelandeegratan pendidikan
khususnya proses pembelajaran maka dapat dilakp&agurangan biaya sesuai

dengan dana yang tersedia.

(2) Pada tingkat komite madrasah.

Kerja sama dengan komite madrasah dengan kelompghk lang telah
terbentuk perlu dilakukan untuk mengadakan rapageis dan rapat anggota
dalam mengembangkan kegiatan yang harus dilakuleubsngan dengan

pengembangan RAPBM.
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(3) Sosialisasi dan legalitas.

Setelah RAPBM dibicarakan dengan komite madrasalanjsénya
disosialisasikan kepada berapa pihak termasuk ptaekholder Pada tahap
sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja mekatukonsultasi dan laporan pada
pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBM lkepd& Ma’arif untuk

mendapat pertimbangan dan pengesahan.

2.Pelaksanaan Pembiayaan Madrasah

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan berbasis mhddatam garis besar
dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan yakneperaan dan pengeluaran.
a) Penerimaan Pembiayaan Madrasah

Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumbexr pariu dilakukan
berdasarkan prosedur pengelolaan yang selarasrd&etgtapan yang disepakati,
baik berupa konsep teoritis maupun peraturan petadri Secara konsep banyak
perbedaan yang dapat digunakan dalam pengelolaserip@an keuangan, namun
secara peraturan termasuk dalam penyelenggaraatidip@m di sekolah ada
beberapa karakteristik yang identik.

Berdasarkan buku pedoman rencana, program dan mogeyan dana
pendidikan yang dapat dikembangkan dalam anggasiamjb madrasah antara lain
meliputi anggaran rutin, anggaran pembangunan, pananjang pendidikan, dana
masyarakat (donatur) dan lain-lain yang dianggaphsyleh semua pihak.
Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumberemaeriptah, orang tua siswa,
dan masyarakat. di samping itu dapat pula digatitsr-sumber yang mungkin dari
pihak masyarakat dalam bentuk kerja sama salinggumgangkan (mutualisme)

Prosedur pembukuan penerimaan keuangan madrasatbingkungan
Departemen Agama, tampaknya menganut pola pandub@raa pengaturan
pemerintah pusat dan madrasah. Artinya terdapagrbpl anggaran yang telah
ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang intinjekp madrasah tidak boleh

menyimpang dari petunjuk penggunaan atau pengelogaa dan madrasah hanya
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sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat makrondkédembagaan. Dengan
demikian, pola manajemen keuangan madrasah terbatamn pengelolaan dana
tingkat operasional, salah satu kebijakan keuangarbasis madrasah adalah
adanya pencairan tambahan dana dari partisipasyamskst, selanjutnya cara
pengelolaannya dipadukan dengan tatanan yang kaaign sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Namun demikian, sesuai dengan serhastgaomi daerah dan

desentralisasi pendidikan dengan pengembangan kohH&S, maka sekolah

memiliki kewenangan dan keleluasaan yang cukupr ldaam kaitannya dengan
manajemen keuangan untuk mencapai efektivitas gpamen tujuan sekolah.

Pada umumnya di setiap sekolah telah ditetapkaddbema sesuai dengan
peran dan fungsinya. Untuk uang yang harus dipggiamgjawabkan, ditunjuk
bendahara oleh pihak berwenang dan sebagai atasgeuhgnya adalah kepala
sekolah. Uang yang dibukukan merupakan aliran knatan keluar setelah
mendapat perintah dari atasan langsung. Sedang&ag wang diterima oleh
sumbangan masyarakat, ditunjuk bendahara lain alersgpengetahuan dan
kesepakatan pihak komite sekolah ditunjuk dari atygesuai dengan kesepakatan
musyawarah. Berkaitan dengan aliran keuangan yargsél masyarakat, sekolah
dalam hal ini pengguna harus mendapat persetujpaité sekolah.

b) Pengeluaran Pembiayaan Madrasah

Pengeluaran yang berhubungan dengan keuangan lsedeglarti penggajian
tenaga kependidikan, biaya bulanan, pembelianmgkbgpan dan fasilitas yang lain
yang semuanya tercantung dalam RABM dilaksanakai depala madrasah
dibantu para staf dan ditetapkan oleh kebijakarolabk serta komite sekolah di

bawah pengawasan pemerintah dan lembaga swadayaraias.
3.Evaluasi Pembiayaan Madrasah.

Evaluasi dan pertanggungjawaban menjadi pentingnika keuangan sekolah

dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal, yaitu pekatan, pengendalian, penggunaan
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alokasi dana, bentuk pertanggungjawaban keuangkolake dan keterlibatan
pengawasan pihak internal lembaga pendidikan. Mielaasil evaluasi berupa
informasi untuk mengambil keputusan, sehingga mési atau datanya harus dapat
dipertanggungjawabkan.  Pertanggungjawaban keuandaerisi  deskripsi
penerimaan, penggunaan dan pengadministrasian dg@uarkhususnya yang
digunakan untuk program-program madrasah. Deskhpadaknya sampai pada
analisis apakah dana digunakan secara efesien esumaisdengan pedoman
administrasi keuangan yang berlaku. Kegiatan yaamg akhir yang dilakukan
seorang kepala sekolah adalah evaluasi, hal itujoan untuk mengetahui apakah
kegiatan yang dilakukan berjalan secara efektif fitiak.

Besarnya peranan manajemen keuangan dalam kegiatasidikan dan
pengajaran di sebuah lembaga pendidikan dijalaoketm bagian yang menangani
khusus manajemen keuangan, atau setidaknya adg geang khusus ditunjuk
dalam melaksanakan manajemen keuangan. Sedangkdaanggeingjawaban
keuangan sekolah dalam bentuk laporan bulanarrisarian kepada:

a) Kepala Kanwil Departemen Agama.
b) Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD)
c) Kantor Departemen Agama Setempat.

Pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan setiap kapada pihak yang
di tetapkan sesuai dengan format dan ketetapanu#akiengan demikian dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen keuangaradliasah akan berjalan
dengan lancar bila pengelolaan keuangan ditandehi seseorang yang mengerti
betul cara pengelolaan keuangan sekolah dan merapp@rygetahuan yang Luas.

23 E. MulyasaManajemen Berbasis Sekoldtim. 201-206.
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2.Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Agar pelaksanaan program PKPS-BBM dan masyarakatama&mi program
BOS dengan benar, maka dalam bab ini akan diuraarang definisi tentang
progrram BOS.

a. Pengertian Dana BOS
Menurut peraturan MENDIKNAS Nomor 69 Tahun 2009%nstar biaya

operasi non personalia adalah standar biaya yaperldkan untuk membiayai

kegiatan operasi non personalia selama 1 (satuntakbagai bagian dari SNP.

Dalam buku teknis pelaksanaan dana BOS pada madsasssta tahun anggaran

2011. Pengertian BOS ialah program pemerintah ypada dasarnya adalah

penyediaan pendanaan biaya operasional non peesdredi satuan pendidikan

dasar sebagai pelaksana program wajib belajangtah

Dengan demikian hakikat program BOS ialah untuk imgankan beban
masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalargkaampenuntasan wajib
belajar 9 tahun yang berkualitas tinggi. Melaluognam BOS, maka setiap
pengelola program pendidikan harus memperhatikkhdlaebagai berikut:

1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatdees dan mutu
pendidikan dasar 9 tahun (Wajar) yang berkualitas.

2) Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus $skdarena tidak mampu
membayar iuran yang di lakukan oleh madrasah.

3) Anak Ilulusan sekolah setingkat MI, harus diupayakieslangsungan
pendidikannya ke tingkat MTs/setara. Tidak boleha admatan/lulusan
Ml/setara yang tidak dapat melanjutkan ke jenjarigsMsetara.

4) Kepala madrasah penang jawab dan mengajak siswahj akan lulus dan
berpotensi melanjutkan sekolah di jenjang yanghleinggi seperti MTs/
setara demikian pula juga bila teridentifikasi adwk putus sekolah yang
masih berminat melanjutkan agar diajak kembali &egliu sekolah.

5) Kepala sekolah dalam mengelola dan BOS harus tasmsplan akuntabel dan

BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua a&isvwnemberikan
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sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada swdrdetapi hal itu
harus diputuskan bersama dengan komite madrasabraag tua siswa.

b. Tujuan dan Sasaran Dana BOS
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringabkban masyarakat

terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka prodralmjar 9 tahun yang

bermutu, secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1) Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pdikéin dasar dan beban
biaya operasional sekolah, baik di sekolah negatipun swasta.

2) Menggratiskan sekolah SD/MI dan SMP negeri terhaoiaga operasional
sekolah, kecuali pada rintisan Sekolah Bertaraéri@sional (RSBI) dan
Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagasili sekolah swasfa.
Sasaran program BOS adalah semua sekolah setiB8GK&MP baik negeri

maupun swasta di seluruh propinsi Indonesia. Sédengasaran BOS ialah “semua

sekolah SD/MI dan SMP, termasuk Sekolah Pertamauka (SMPT) dan Tempat

Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakaleh masyarakat baik

negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Ind@nesedangkan program kejar

paket A dan B tidak mendapat bantuan dana BOS &asedah dibiayai oleh

pemerintah”.

c. Landasan Hukum Dana BOS

Dalam pelaksanaan program BOS baik sekolah negerisdiasta di seluruh
Indonesia yang menerima dana BOS harus mengetahatiupan Undang-undang
yang berkaitan, di antaranya :

1) Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

24 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikdim. 191-192.
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2) Undang-undang Dasar No 17 Tahun 1965 tentang peduokzen badan
pemeriksa keuangan.

3) Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangaraneg

4)  Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem g@iadi nasional.

5) Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang perbendahaeggra.

6) Undang-undang No 14 Tahun 2004 tentang pemerikpaagelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara.

7)  Undang-undang NO 32 Tahun 2004 tentang pemerirgatad.

Bila melihat perundang-undangan di atas, bahwa petak benar-benar
serius dalam menggarap program BOS yang tujuankumeringankan beban
masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dan y#nkntasan wajib belajar
sembilan tahun yang berkualitas tinggi supaya larjaesuai dengan tujuan dan

tetap sasaran.

d. Penggunaan Dana BOS
Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan Kesepakatan dan

keputusan bersama antara tim manajemen BOS seldgalan guru dan komite

sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu esurpbnerimaan dalam

RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari ¢eatau sumber lain yang

sah yang diterima oleh sekolah. Dana BOS digunakdémnk membiayai kegiatan-

kegiatan berikut:

1) Pembiayaan kegiatan dalam rangka penerimaan siswa, lyaitu biaya
pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi piéada, dan pendaftaran
ulang

2) Pembelian buku referensi untuk dikoleksi diperpketan, pembiayaan
kegiatan pembelajaran remedial, olahraga, keserkarya ilmiah remaja,
pramuka, palang merah remaja, dan untuk honor ahenb di luar jam
pelajaran dalam arti honor les biaya transpori@an akomodasi guru/siswa

dalam rangka mengikuti lomba.

23



3)

4)

5)

6)

7)

Pembiayaan ulangan harian, umum, ujian sekolah,lal@oran hasil belajar
siswa (misalnya untuk foto copy, honor koreksi mjgan honor dalam rangka
penyusunan rapor siswa).

Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buksj &@dpur tulis atau spidol,
pensil, kertas, bahan praktikum buku-buku sisw&ubiaventaris, langganan
koran, majalah pendidikan, minuman dan makanananngntuk kebutuhan
sehari-hari.

Pembiayaan perawatan sekolah yaitu pengecatanaik&nbsemua gedung
sekolah, dan perbaikan fasilitas sekolah.

Pembiayaan honorarium bulanan guru honorer daagterkependidikan
honorer, untuk sekolah SD diperbolehkan untuk memabdonor tenaga
honorer yang membantu administrasi BOS.

Pengembangan profesi keguruan sepeti pelatihapelaberian bantuan biaya
transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi laladaiaya transpor dari
dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dgpgga untuk membeli alat

transportasi sederhana yang akan menjadi baraegtans sekolah.

e. Pengawasan dan Sangsi Dana BOS

Pengawasan dana BOS adalah kegiatan yang bertujutak mengurangi

masalah yang berbubungan dengan penyalahgunaannewgvelan pemborosan

keuangan negara. Pengawasan dana BOS meliputivyasga melekat, fungsional,

dan masyarakat. untuk lebih jelasnya peneliti ddarmas satu-persatu yaitu:

1)

Pengawasan melekat.

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakolledin pimpinan
masing-masing instansi kepada bawahannya baikngkadt pusat, provinsi,
kabupaten/kota, maupun sekolah. Prioritas dalangrano BOS adalah
pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikarugatken/kota kepala

sekolah.
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2) Pengawasan fungsional internal.

Instansi pengawasan fungsional yang melakukan pesga fungsional yang

melakukan pengawasan program BOS secara interredahadnspektorat

jenderal Depdiknas serta badan pengawasan daeeatagBa) provinsi dan
kabupaten atau kota, instansi tersebut bertanggawagb untuk melakukan
audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebupatauntaan instansi yang
akan diaudit.

3) Pengawasan eksternal. Instansi.

pengawas eksternal yang melakukan pengawasareprd@®®S adalah badan

pengawas keuangan (BPKP) instansi ini juga bertamggjawab untuk

melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembagebtdratau permintaan
instansi yang akan diaudit.

Sangsi penyalahgunaan dana BOS sangatlah fatan&apemerintah
bertindak tegas dalam hal ini, pemblokiran semantdantuan pendidikan yang
bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepadaupaen atau Kota dan
provinsi, bila mana terbukti pelanggaran terseblakdkan. Secara sengaja dan
tersistem untuk memperoleh keuntungan pribnadiprkpbk atau golongafi.
Dengan adanya yang sangsi yang tegas dari pentedittarapkan sekolah-sekolah
yang menerima dana BOS tidak menyalah gunakantdesebut untuk kepentingan

yang lain.

3.Mutu Pendidikan
a. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu atau quality merupakan sebuah konsep yang&aiktif sebab di satu
sisi mutu dapat diartikan sebagai konsep yang abdah di sisi lain bisa diartikan
konsep yang relatif. Sebagai konsep yang absolutu dipahami sebagai dasar
penilaian untuk kebaikan dan kebenaran yang meninkek standar tinggi dan

%5 Mulyono, MA. komsep penbiayaan pendidikdim . 202-205.
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tidak dapat diungguli. Sedangkan mutu yang bers#atif ialah mutu dapat dinilai
terus kelanjutannya, mutu merupakan produk konséptitu apa yang dianggap
sekarang bermutu belum tentu besok bisa dianggapulhe sehingga perlu adanya
perbaikan terus menerus.

Secara terminologi mutu telah didefinisikan sedsegam, Edward Dening
mendefinisikan mutu sebagai “ kesesuaian dengaatlédeéan pasar”, dari definisi
ini, Deming kemudian menjabarkan mutu menurut kks)tépersepsi castemer dan
kebutuhan dan kemauan castemer”. Joseph M. Juradefn@sikan mutu sebagai
kecocokan dengan produk. Kemudian Philip B. Crossingatakan kesesuaian
dengan yang disyaratkan. dan Armand V. Feigenbaemgatakan ukuran relatif
dari suatu produk atas jasa sesuai dengan standard@sain. Mutu desain meliputi
spesifikasi produk dan mutu kesesuaian, yaitu s@bBejauh suatu produk telah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Dengan berbagai pengertian mutu tersebut maka eraeaj mutu berarti
sebagai keseluruhan metode untuk mengatur mutundalaatu organisasi yang
meliputi produk, jasa, kinerja, proses dan sumlagadnanusia. Manajemen mutu
menggabungkan trilogi mutu, yaitu perencanaan mpamngendalian mutu, dan
perbaikan mut@®

Dengan demikian dapat simpulkan bahwa mutu peraididukan ditentukan
dari lembaga penyelenggara pendidikan tetapi mandigikan adalah spesifikasi
yang dikehendaki njeasuring up)dan kesesuaian dengan apa yang menjadi
pandangan serta harapan masyarakat (kesesuaiaandpetanggan pendidikan)
dengan mengoptimalkan keseluruhan penunjang mutdigikan, yaitu input,
proses,sehingga akan menghasilkan kualitas outpiti imendidikan yang tinggi
(high quality).

% Ara Hidayat dan Imam MachalRengelolaan Pendidikan (konsep, prinsip dan aplikas
dalam mengelola sekolah dan madragahim 320-321.
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b. Indikator Sekolah Yang Bermutu

Indikator sekolah bermutu dari perspeldérvice provideradalah sekolah
sebagai lembaga pendidikan harus memenuhi indikatotuk yang bermutu dilihat
dari output lembaga pendidikan tersebut , indikeggebut:
1.Sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkanatatoormance to specification.
2.Sesuai dengan penggunaan &taess for purpose or use.
3.Produk tanpa cacat ataero defect
4.Sekali benar dan seterusnya atght First every time

Dalam konteks pendidikan nasional maka ke empatatar mutu tersebut di
atur dalam SNP sesuai dengan PP No 19 Tahun 205 gtandar isi, standar
kompetensi lulusan, standaar proses, standar pgaania staandar pengelolaan,
standar sarana prasarana, standar penilaian pesrdidsedangkan indikator mutu
pendidikan menurut spesifikasbstemeralah.
1. kepuasan pelanggan bila produk dan jasa mementdpdrapelanggan.
2. Setia kepada pelanggan bila produk dan jasa membeardpan pelanggan

Sesuai dengan konsep bahwa pendidikan adalah layas@ maka indikator
kepuasan pengguna dapat dilihat dari penampilaspores, handal, keyakinan,
empati. Indikator peningkatan mutu pendidikan dkoteh dilihat pada setiap
komponen pendidikan antara lain: mutu lulusan, itaglguru, kepala sekolah, staf
sekolah, (tenaga administrasi, teknisi, dan tenggarpustakaan) proses
pembelajaran sarana dan prasarana, pengelolaalatsekoplementasi kurikulum,
sistem penilaian, dan komponen-komponen lainyabémarti melalui pengawasan
harus terlihat dampaknya terhadap kinerja sekolaland meningkatkan mutu
pendidikan. Pengawas sekolah harus menjadi bagiargral dalam meningkatkan
mutu pendidikan agar bersama guru, kepala sekadtdf, sekolah dan lain

sebagainya berkolaborasi membina dan mengembangken pendidikan di
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sekolah yang bersangkutan seoptimal mungkin sefergan standar yang telah
ditetapkan?’

c. Pengelolaan Dana BOS Dalam Peningkatan Mutu Pdatidi

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar hakga terjadi secara
efektif bila mana dikelola dengan manajemen yapgtteSelama ini peningkatan
mutu pendidikan cenderung melalui manajemen sésttkal Begitu banyak
program peningkatan mutu pendidikan sekolah dadgetapkan dan diupayakan
secara sentralistik oleh pemerintah pusat. dangberaprogram pelatihan guru
dilaksanakan secara terpusat dalam rangka menkagkanutu pendidikan di
sekolah dasdt

Keinginan masyarakat terhadap pendidikan yang bermmerupakan
tantangan bagi pihak penyelenggara pendidikan. Midak akan habis-habisnya
dibicarakan dan dituntut oleh masyarakat. Kepuagatanggan pendidikan
merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai Imigtenerapan MB$® Oleh
karena itu, sekolah perlu memperhatikan 3 (tigapponen penentu keberhasilan
mutu pendidikan antara lain:

1. Siswa (peserta didik)

Para siswa merupakan konsumen utama yang haaysawli oleh sebab itu
para siswa harus dilibatkan secara aktif dan tepddak hanya di dalam proses
pembelajaran melainkan juga dilibatkan siswa diideg sekolah. Wahana yang
paling tepat untuk melibatkan para siswa adalahakagkegiatan yang di luar
kurikuler atau kegiatan ekstra kurikuf8r. Dalam mendukung terwujudnya
keberhasilan program kurikuler para siswa lebitetdkkan pada kemampuan

intelektual yang mengacu pada kemampuan berpikaraerasional, sistematis, dan

2 Undang-undang Standar Nasional Pendidikan (SN&atéran Menteri No 19 Tahun 2005

% |prahim BafadaManajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasdpkérta: Bumi Aksara
2006), him. 35.

29 Amiruddin Siahaan,dkKylanajemen Pendidikan Berbasis Sekolam. 121.

%0 WahyusumidjoKepemimpinan Kepala Sekolahlm.239.
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metodik sedangkan program pembinaan kesiswaan unedibstra kurikuler, di
samping itu untuk mempertajam pemahaman terhadtgrkigan dengan mata
pelajaran kurikuler para siswa dibina ke arah peapan pemahaman, penanaman
nilai-nilai keimannan kepada Tuhan Yang Maha Esabudi luhur, kesadaran

berbangsa dan bernegara, keterampilan dan kememtliri

2. Sarana dan Prasarana Madrasah
Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meppualatan dan

perlengkapan yang langsung digunakan dalam prasetidpkan di sekolah, seperti
meja, kursi, alat peraga, buku pelajaran. Sedangbk@sarana ialah semua
komponen yang secara tidak langsung menunjangnjgdaproses belajar mengajar
di sebuah lembaga pendidikan seperti jalan merelolah, halaman sekolah, dan
tata tertib sekolah. Pengelolaan sarana dan pres@g@ndidikan adalah kegiatan
menata mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadsaastasi, penyimpanan,
pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan hinggtagerhalaman, bangunan,

perlengkapan dan perabot madrasah secara tepatignnepat sasaran.

3. Guru (pendidik)

Menurut Rose dan Nicholl bahwa mengajar adalathssd#u jenis pekerjaan
paling vital yang dimiliki oleh seseorang dalam yeaakat dewasa, bahwa guru
yang berkualitas berhak diberi imbalan atau perggear financial yang lebih
banyak. Sehingga guru yang kurang berkualitas idgm@jajarnya saja. Skema
berfikir di atas sangat populer dalam ilmu manajes@nber daya manusia dengan
sebutan sistem prestasi. Adanya keseragaman dal@np@ngkajian guru menjadi
salah satu syarat untuk memacu peningkatan mutsegrgendidikan dan
pembelajaran di sekolah sebagaimana yang telabgdskan dalam proses MBS,
tentu saja kesejahteraan tidak identik dengan &kt®pan financial, standar gaji,

1 Amiruddin Siahaan dkkManajemen Pendidikan Berbasis Sekplalm.241-243.
%2 Sulistyorini,Manajemen Pendidikan Islarhim. 115.
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tunjangan fungsional, dan kesejahteraan materignya®* Dalam rangka
meningkatkan mutu madrasah, maka komponen-komppaedidikan yang terdiri
dari guru, siswa, materi kurikulum, metode, sanar@sarana dan komponen lainnya

harus di kelola dengan semaksimal mungkin sehiagga memperoleh hasil yang
bermutu.

% Danim, SudarwarVisi Baru Manajemen Sekolah, Dari Unit Birokrasi Ak@demik,
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), cet 3,him 14
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